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TENTANG

PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Bahwa agar proses pengelolaan pembangunan dan
pengembangan aplikasi SPBE sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perlu dibentuk prosedur
pembangunan aplikasi dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);



Menetapkan
KESATU

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 tahun
2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023
Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
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Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik sebagai berikut :

1.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE berdasarkan
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Siklus pembangunan aplikasi SPBE :
Kajian Kebutuhan

Perencanaan

Rancang Bangun

Implementasi

Pengujian Kelaikan

Pemeliharaa, dan

Evaluasi (SDLC)

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
secara terpadu dan terkendali pada unit kerja / unit kerja
perangkat TIK.

@ ™o a0 T

Tujuan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
adalah meningkatkan kualitas, efisiensi dan interoperabilitas
aplikasi SPBE melalui pembangunan dan pengembangan yang
terencana, terkendali dan terintegrasi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran
2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, F Agustus 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
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